
2. Undang- Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pcmbcntukan Kabupatcn Mclawi dan Kabupatcn 
Sekadau di Provinsi KaJimantan Beret (Lemberen 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4344); 

c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a 
dan huruf b. perlu ditetapkan Kode Etik Auditor 
dan P2UPD di Lingkungan Inspektornt Kabupaten 
Melawi dengan Peraturan Bupati Melawi ; 

b. banwa scsuai dcngan protcsionantas tugasnya, 
Auditor dan P2UPD dituntut untuk jujur, 
berdedikasi, bertanggungjawab, dan senantiasa 
mau bekerja keras serta merniliki etika dan moral 
yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya 
peningkatan k:inerja pengawasan; 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Noruor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendaJian Intern 
Pemerintah Pasal 52 avat (3) bahwa kode etik 
aparat pengawasan intern pemerintah disusun oleh 
organisasi profesi auditor dengan mengacu pada 
pedornan yang ditetapkan pernerintah, maka 
lnspektorat Kabupaten Melawi berkewajiban 
mclakukan pcrnbinaan sccara bcrkclanjutan dan 
simultan kepada aparatumya knususnya terhadap 
para Auditor dan Pengawasan Penvelenggara 
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); 
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8. Peraruran Menteri ... ,. 
• > ..... , 

.. . "' . . 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan 
Ka bu paten/ Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

I• 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pernerintah [Lernbaran Negara 
RepubHk Indonesia Tahun 2008 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
20 l 7 ten tang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 
6041); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587} sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 'rahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

'.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Apararur Sipi! NPg~rn [Lemhar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3494); 



Q '-' l'ViP Erik ... 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Melawi. 
3. Bupati adalah Bupati Melawi. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Melan .. i. 
5. lnspektur adalah Inepektur Kabupaten MeJawi. 
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara 
efrsien dan efektif sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 

7. Auditor dan P2UPD selaku Aparat Pe ngawas Intern 
Pemerintah (APIPI adalah orang yang karena 
jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas 
nama Kepala Daerah . 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

LINGKUNGAN PEMERINTAHAAN DAERAH DI 
INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI 

DAN 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE E'TIK AUDITOR 

MEMUTUSKAN : 

9. Pcraiuran BupaU Mclawi Nornor 38 
'rahun 2016 tl:'nt~_ne KPd1u:iqkq_n, 
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektor&t; 

10. Keputusan AAIPI Nomor KEP- 
005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 
~014 tentang Pemberlakuan Kode E!;tik 
Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

' Standar Audit Intern Pemerintah 
Indonesia, dan Pedoman Telaah 
Sejawat Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

8. Peraturan Menter] r·r ,egar& 
Pend~yc1gunaan Ap3rat11r NPe~r~ 
Nomor . PER/04/M.PAN/03/2008 
Tentang Kode Etik Aparat Ptng&wcl!s 
Intern Pemerintah· 
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d. Mampu .. 

Pasal 6 

( l) Setrap Auditor dan P.2UPU diturrtut untuk rnarnpu 
I l rakuf d ... ngan Obvek menjalin komunikasi dengan n e, UA 1 '- J 

Pengawasan rnelalui perilaku : 
a. Santun; 
b. Simpatik; b · mitra 
c. Menempatkan Obyek Peng9:w,asan se agar . . 

. g dalarn aplikasi ind1v1dual memperhat1kan kerja yan fitrah 
k:edudukon, pnngkat I golongan. umur dan /idHk 

• . """'<'"ra •"'lroporsionAl namun 
manURIA ""' ... '"' 
menghambat kelancaran tugas; 

.. · 

Paragraf 1 
Auditor, P2UPD dan Ohyek Pengawasan 

Bagian Kedua 
Ekstcrnal 

Pasal S 
Seti~p. Audit?r dan P2UPD berkewajiban rnampu untuk 
rncnjahn kerja sama antara Auditor dan P2UPD {team 
work} yn.ng dilandnsi keterbukaan, dan akal sebar denzan 
selalu menge.depankan ke.pentingan umum di;as 
kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku : 
a. Saling percaya; 
b. Dapat berkomunikasi; 
c. Menghargai dan menghormati; 
d. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi; 
e. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan 

memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang 
konstruktif; 

f. Saling mernberi dan dapat menjadi motivator bagi yang 
lainnya da\am meningkatkan kinerja individual 
maupun kolektif; 

g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang 
lainnya dalam meningkatkan kinerja individual 
mau pun kolektii; 

h. Saling berbagi informasi tentang obyektifitas kondisi 
Obyek pengawasan; 

i. Saling mernahami kelemahan dan keJebihan masing- 
masing secara arif. 

Bagian Pertama 
Internal 

BABV 
KODE ETIK 



Bagian Ketiga .. 

11 Auditor dan P2l7PD S~!!a!ltiasa harus tanggap dal:am 
. ' mengantisipasi setiap aspirasi yang berkemb~g dan 

rnuncul dari masyarakat sepanjang penyampruannya 
berbeda dalam koridor ketentuan yang berlaku. 

P berian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada 
2) em ·r ~ !1P"' __ ,M~ d.i!.,vu1'...a."l sec?..ra a.re '"""l.! ~ 

~a~,'2.J =- =- - · wab 
mengakibatkan batas kewenangan dan tanggungia 

yang dimiliki. 

Pas8J 7 

Paragraf2 
Hu bungan dengan Masyarakat 

g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas untuk 
l.,oro._pr.t•~nrtn kolektif analazi bersifat eribadi df 1!.!CT ... \...k"~ ·--·o<.~ .. .. ·~· .--- ~ c- 

komeks pelaksanaan rugas. 

sekali tidak ada hubungannya dengan kepenzingan 
tugas; 

e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau 
hasil auditan kepada pihak lain yang tidak ada 
nunungannya dengan petaksanaan tugas sekaupun 
masih daiam satu insutusi yang sama; 

r Dalam batasan tertenru yang secara normatif tidak 
bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas. 
Auditor dan P2UPD dapat memberikan masukan 
yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong 
danj atau memberikan motivasi penyelesaian 
masalah yang nrnbul dalam pckcrjaan; 

d. Marnpu secara biiak t 
1,.,,,,..;,., h, 'J memanami kondisi lingkun 
•• , •• J'., 0., :ek Pen'='~'""'S.'3" ,....,., . gan ~ ~ . ·- . . . ., __ J"!?t! !1 t,,t') l, """" ". 1 ·1., 
sebagai unsur penghambat nvel ~- e .. je :.~·m 
waktu. pe ., - esaian tugas tepar 

(2) Dalam menciptakan iklim kerj a yan h . 
A di d . g se at, seuap u itor an P2U PD berkewajiban : 
" '0"'"''=1"" indepe d . Li,.,. •"•\.,••J~<., 1.!.0 l.,. ,1....n e~sl torh'lrf'l'f"'\ L t._ 

......... "•<A.\..o.U.1"' ~11r"\1,n,:,#"\n 

kekeluargaan, kolegiaJ, organisasi atau ~~~~~;: 
lainnya; 

b. Menyampaikan secara sanrun setiap temuan dan 
atau permasalanan serta menetapkan 
prcpcrsionalitas ke e.-.h,,:,.-. po~, -' . . ~J.. U.t •VJ..J.~~ r...._ J..•LU.C:U.,£ ""J.. urlQfu~~~ se~abfil 
acuan dasar secara obyektif dan rasional; 

c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi 
diluar konteks pelaksanaan tugas; 

d. Tidak menjad.ikan Obyek Pengawasan sebagai 

r ; 

·. 
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bcrtcntangan d n,., .. n norma l , rntur: •• :' ~ ··:-, n,t,:~ 
undangan dan knid h 1,g:rn .-1 St' ·-c; ! rma 
kehidupan berrnasvarak u. 

(2) Auditor dan P2UPD berkew .iiban merniliki : 
a. Komitmen.inreiritas d in dt"({ik '\S.1 terhad t! ~ti tp 

pdaksanaan tug ts; 
b. Mernegang teguh sum; th th-Ht ja113i t N~ tr rmas l:· 

ked: Iamn: · .. memegnng regu ~ rnh. ~l!t: 
c. Motivasi tin~, uruuk ~\ ,lu m~ning.k \tki\n 

ke-mampuan dun keternmpilan: 
d. Kesiapan mental profesionat mengiku« , tt.:ti 

pelaksflnttan tugas term isuk kt inlamnyn mc·n~i. l Ct 

Pr ~11 ""'' didi (: 1 1! 1 pet: t'hi,!1 v: :~·· ~;tt't! ,k~:: , c:, t ., .. ~ 

Har\\R menf!;ung,kap sermu f,\kh, mah•ri,,1 ~ .m~ e. 
dikerahui d alam s -tiap pel.iksanaan rugas wdit; 

f. Daya tanan y u1~ pruna (i,\l \11\ mengha :fopi t)('rt~\~Hi 
tantangan (lt'rm·1snl<th.m l<ll.trn pen t~:1s..rn m ·Lt!i:: 
kemanti u.u rnenei ~1km . ---!us..i i :~~ '.!h.,:1 
n\\\, ,ln.h . 

perbuars n sernus 

c. Tidak berpengaruh rerhadap kepenti p:in pr· Aft" 
dan atau pihak lain dalam melaks in ik in tu~g ts 
audit; 

d. Menghindari 

undangan: 
b. Tidak pernah mereduksi, rnel rnpaui dan St-'rr,1 

melanggar batas tanggungiawab dan kewenangan 
yang dirniliki sesuai dengan hak dan kew jitxm _nU'..,_~ 

Pasal 8 

(1) Setiap Auditor dan P2UPU citumut untuk selalu 
menaati peraturan perundang-undang:-m yang berlaku 
dalam melaksanakan tugasnva C{'!"lg .. !"l r~~·:h 
pengabdian, kesadaran dan ttmggungim,· h n t-1. lui 
perilaku: 
a. Mampu memberikan keteladanan kepada semu 

pihak dalam segala aspek khususnyn dalun h.i! 
ketaatan mernenuhi ketentuun perun !l~; 

Bagian Krtig 
Etika Auditor dan ~UPD secars 1.--~.,~d""1 

\,.. "-' 4.6.~4 A, """""" .. 
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PasaI 14 ... 

Pasal 13 

l Ial-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini 
sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih 
Ianjut oleh Inspektur Kabupaten Melawi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku . 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
Kode Etik Auditor dan P2UPD merupakan tanggungjawab 
Inspektur Kabupaten Melawi. 

Pasal 12 

BAB VII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 11 

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap 
ketentuan Kode Etik Auditor dan P2UPD adalah pejabat 
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah No 53 Tahun 2010 dan peraturan 
perundangan-undangan lainnya. 

PasaJ 10 

Setiap Auditor dan P2UPD yang secara nyata melanggar 
dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh 
ketentuan tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD dapat 
dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

BAB VI 
SANKSI 

Pasal 9 

Ui~amping keharusan untuk selalu tarnpil santun dan 
waJ_ar, pad~ saat melaksanakan tugas objek pcngawasan 
setiap Auditor dan P2UPD diwajlbkan berpenampilan rapi 
dan simpatik serta memakai tanda pengenaJ. 

Bagian Keempat 
Penampilan 
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SERITA OAERAH 

Diundangkan di Nanga finoh,., t 
pada tanggal z.S 1""'' .GO 18 Ai SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI 

}'"PANJ~ 

Oitetapkan di Nanga Pinch 
pada tanggal z.i 7ft'Ht4• 2018 

~UPATI MELAWI 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme.tintahkan 
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Melawi. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 


